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SYARl'AT, FIKH, DAN ILMU HUKUM 

DALAM PERSPEKTIF PEMBINAAN 

HUKUM NASIONAL 

Al Din dan Syariat 

Allah menciptakan manusia 
untuk beribadat kepadanya. Da­
lam rangka melaksanakan ibadat 
tersebut, manusia telah diberi pe­
tunjuk olehnya. Pctunjuk Allah 
tersebut .chsebut Al Din. lstilah 
Al Din disebut juga Al MiUah

atau Al Islam. Al Din yang di·

berikan oleh Allah SWT kepada 
manusia sama dari <lulu sampai 
akhir zaman. Untuk melaksa­
nakan Al Din tersebut, selan­
jutnya Allah SWT telah membe­
rikan Syari'at kepada manusia dj 
bawah bi:mbingan dan petunjuk 
Rasul-Nya (Q.S. Al Maidah 48). 

Syari'at Islam adalah metode 
atau cara melaksanakan Al Din. 
Syari'at dapat juga disebut pro­
gram implemeqtasi dari Al Din 
(Busthanul Arifin, 19GG:24). 
Syari'at adalah ketentuan-keten­
tuan yang berkaitan dengan peng­
aturan perbuatan manusia yang 
berbeda (berubah) menurut per­
bedaan (pergantian) Rasul. Sya­
ri'at yang datang kemudian me-
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ngoreksi dan rnenasallh Syari'at 
sebelumnya. Sedangkan Al Din 
adalah dasar atau pokok yang te­
tap tidak berbeda (berubah) ka­
rena adanya perbedaan (pergan­
tian) Rasul (Wahbah al Zuhaily, 
1991:217). Urn at manusia yang 
hidup pada masa sejak diutusnya 
nabi Musa a.s sampai diutusnya 
nabi Isa a.s, syari' atnya adalah 
segala ketentuan yang terdapat 
dalam Taurat. Umat manusia 
yang hidup pada masa sejak di­
utusnya nabi Isa a.s sampai di­
utusnya nabi Muhammad s.a.w, 
syari'atnya adalah segala keten­
tuan yang terdapat dalam lnjil. 
Sedang umat manusia yang hidup 
pada masa sejak diutusnya nabi 
Muhammad s.a.w. sampai akhir 
zarnan, syari'atnya adalah segala 
ketentuan yang terda]:.>at dalam 
Al Qur'an, karena nabi Muham­
mad s.a.w adalah nabi terakhir 
(Ibid, hal. 218). 

Syari'at nabi Muhammad 
s.a.w. tertuang dalam wahyu Al­
lah s.w.t. yaitu Al Qur'an. Al



Qur'an sebagai syari'at yang me­
rupakan program implementasi 
dari al din merupakan petunjuk 
(hudwi) bagi umat manusia. Pen­
cipta syari'at adalah Allah s.w.t 
(Syari') dan nabi Muhammad 
s.a.w. menjelaskan cara pelaksa­
naan syari'at tersebut. Dalam
menjalankan dan menjelaskan
syari'at tersebut dia selalu di­
bimbing oleh dan berpedoman ke­
pada wahyu tersebut.

Al Din sebagai petunjuk dasar 
(pokok) yang bersifat universal 
mengandung norma pengaturan 
yang meliputi semua aspek kehi­
dupan manusia clalam rangka 
beribadat kepada-Nya, demikian 
juga dengan syari'at. Islam pada 
hakikatnya membawa aiaran yang 
bukan hanya mengenai satu segi 
kehidupan, tetapi mengenai ber­
bagai segi dari kehidupan manu­
sia (Harun Nasution, 1974:24). 

Syari'at dan Fikh 

Syari'at adalah ketentuan 
yang ditetapkan oleh Allah s.a. 
yang dijelaskan oleh rasul-Nya, 
tentang pengaturan semua aspek 
kehidupan manusia dalam upaya 
mencapai kehidupan yang baik di 
dunia clan akhirat. l(etentuan 
syari'at terbatas dalam firman Al­
lah dan sabda rasul (Amir Syari­
fuddin, 1992: 1 G). Agar segala ke­
tentuan (hukum) yang terkandung 
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clalam syari'at tersebut bisa 
diamalkan oleh manusia, maka 
manusia haru;;; bisa memahami 
segala ketentuan yang dikehen­
daki oleh Allah s.w.t. yang terda­
pat dalam syari' at tersebut. 

Allah swt memberi manusia 
akal fikiran untuk memahami se­
gala sesuatu dalam hidup, di du­
nia. Akal fikiran pulalah yang ha­
rus digunakan oleh manusia 
untuk memahami hukum syari'at 
dari Al Qur'an dan sunnah rmml. 
Apa yang dihasilkan manusia itu 
bukan lagi syari'at, melainkan 
fi,qh (fikh). 

Secara etimologi, arti fikh 
adalah "faham yang mendalam" 
(al falun al amiq)_ Fikh dalam 
arti tereminologi menurut para 
ulama adalah: ilmu tentang hu­
kum-hukum syara'yang berhu­
bungan dengan perbuatan manu­
sia yang digali atau diambil dari 
dalil-clalilnya yang ta/shili (Abu 
Zahrah, 1958:6). Kegiatan meng­
gali atau mengambil hukum dari 
dalil-dalilnya yang tafshili itulah 
yang merupakan kegiatan akal 
fikiran. Hasil pemahaman manu­
si.a melalui aka! fikirannya terse­
but, akan ban yak tergan tung ke­
pada kwalitas clan kondi,;i setiap 
manus1a. 

Kalau hukum yang terkan­
clung dalam syari'at bersifat Qat'i

yang mutlak benarnya karena da-



tang dari pencipta syari'at (syari'), 
maka hukum yang keluar dari 
pemahaman dan penggalian ma­
nusia yang merupakan bidang 
fikh adalah bersifat dzanny (ijti­
hady) yang tidak mutlak benar 
dan salahnya, mengandung ke­
bolehjadian. Yang mengetahui 
hakikat benar dan salah serta 
yang mempunyai otoritas mene­
tapkan benar dan ialah terhadap 
hasil pemahaman (ijti.h�d sese­
Orctng hanyalah Allah swt pencipta 
syari'at (syari'). Manusia tidak 
mempunyai otoritas untuk menya­
takan bahwa hasil ijtihadnya ada­
lah mutlak benar, atau menyata­
kan hasil ijtihad orang lain adahih 
salah. Walaupun mungkin hasi.1 
pemahaman .kedua orang itu ter­
hadap satu masalah tertentu nam­
paknya bertentang::rn. 

Setiap manusia yang mampu 

menggali hukum (mujtahid) akan 
selalu mendapat pengha-rgaan (pa­
hala) dari Allah swt, apakah hasil 
ijtihadnya itu benar atau tidak 
benar. Kalau ia benar mene­
mukan hukum sebagaimana yang 
dikehendaki pencipta syari' at, ia 
akan mendapatkan dua lipat pa­
hala (pahala terhadap upaya yang 
telah ia lakukan dan pahala me­
nemukan kebenaran). Namun 
apabila ia tidak menemukan ke­
benaran (salah dalam ijtihadnya) 
clalam upaya menggali hukum 
tersebut, maka ia akan menda­
patkan satu pahala (pahala ter­
hadap upaya yang ia lakukan un­
tuk mencari kebenaran tersebut). 

Beberapa contoh terhadap 
perbedaan pemahaman nilai ke­
benaran yang digali dari syari'at 
antara lain dapat dilihat di bawah 
.. ] 
m1 

1) Para ulama sepakat bahwa pernbunuhan (a/ qatlu) rnerupakan mani'ul irtsi, berdasarkan 
nash (h.adis). Namun mereka berbeda pendapat tentang siapa yang dianggap pembunuh 
yang menga�ibatkan hilangnya hak menerima warisan. Hanafiah: berpendapat bahwa 
pembunuhan itu hanyalah pembunuhan yang mengakibatkan hukum qishas dan kifarat , 
yaitu pembunuhan yang disengaja ('amdun) atau semi sengaja (syibhu/ 'amd1). Hanafiah 
juga mensyaratkan bahwa pembunuh tersebut harus akil balig dan bukan dalam 
melaksanakan tugas. Oleh karena itu pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil, orang 
gila atau algojo, tidak termasuk mani'u/ irtsi. Syafi'iyah berpendapat bahwa pembunuhan 
itu bersifat mutlak. Setiap tindakan yang ,mengakibatkan hilangnya nyawa orang, 
termasuk mani'ul irtsi, apakah itu disengaja, tidak disengaja, anak kecil, orang gila atau 
algojo. Bahkam hakim, jaksa dan saksi yang mengakibatkan seseorang mati, juga 
termasuk mani'ul irsti. Hanabilah berpendapat pembunuhan itu adalah pembunuhan yang 
mengakibatkan hukuman qishas, diyat dan kifarat . Malikiyah berpendapat bahwa 
pembunuhan itu adalah pembunuhan yang mutlak disengaja ('amdun mahdlun), (Hasanain
Makhluf, 1956: 24- 29). 
Penafsiran walad dalam Qur'an S. Al Nisa 176. Jumhur ulama mengartikan hanya "anak 
laki-laki". Namun lbnu Abbas mengartikan semua anak, baik "laki-laki maupun 
perempuan". Oalam salah satu kasus warisan, Mahkamah Agung mengambil pendapat 
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Pemahaman terhadap nilai 
hukum yang terdapnt dalam nilai 
syari'at mungkin berbeda atau 
mengalami perubahan bercla­
sarkan perbeclaan tempat clan 
waktu,atau karena perubahan si­
tuasi dan kondisi masyarakat ter­
tentu, serta berdasarkan perbecla­
an pemahaman yang berkaitan 
dengan kemampuan seseorang. 
Kar<ma itu fikh sgbagai hasil pg. 
mahaman terhad_ap syari'at sering 
clihubungkan dengan orang yang 
telah berupaya melakukan pcng­
galian untuk menemukan hukum 
tersebut atau kelompok yang 
mempunyai kesatuan pemahaman 
nilai hukum yang digali dari 
syari'at tersebut, umpama acla 
fiqh Hanafi, fiqh Syafi'i, fiqh Syi'i. 
Fikh juga sering d.ikaitkan dengan 
kebutuhan clan dengan memper­
hatikan konclisi masyarakat Islam 
di daerah tertentu, yang mungkin 
berbeda clengan claerah lain. Um­
pama acla fiqh Hijazy, fiqh Mishry. 
Kompilasi Hukum Islam di Indo­
nesia yang merupakan produk 
bangsa Indonesia dalam rangkn 
unifikasi dan kepastian hukum 

• bagi bangsa Indonesia, disebut
juga fiqh Indonesia, karena ia di­
susun dengan memperhatikan
kondisi kebutuhan hukum umat
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Tslam Indonesia (Dirjen Binbaga, 
1991/1992: 141). 

Syari'at, Fikh dan Hukum Is­

lam 

Dalam penggunaan istilah ka­
clang-kadang sering clikaburkan 
antara istilah syari'at, fikh clan 
hukum Islam. 

Syari'at sebagaimana dalam 
pengcrtian uraian di atas, berisi 
segala ketentuan yang berkaitan 
dengan pengaturan semua aspek 
kehiclupan manusia yang merupa­
kan implementasi clari apa yang 
tercakup dalam al din. Pengertian 
syari'at demikian, adalah arti 
syari'at dalam arti luas. Penger­
tian syari'at dalam arti Juas ini 
meliputi pembahasan bidang 
i'ti.qa.diyr:1h (bidang ilmu kalam, 
teologi), bidang far'iyah amaliyah 

(bidang fikh) clan bidang pemba­
hasan akhlak (moral). Jadi dalam 
pengertian syari'ah secara luas, 
aspek hukum (dalam pengertian 
in abstracts) hanya merupakan 
salah satu aspek di dalamnya. 
Kata-kata " ... clengan kewajiban 
menjl'!lankan syari'at Islam bagi 
pemeluknya ... " dalam Piagam 
Jakarta, lebih dekat kepacla peng­
ertian syari'ah dalam arti luas. 

lbnu Abbas. Sehingga kalau ada ahli waris anak perempuan dengan saudara lakilaki, maka 
saudara laki-laki tidak mendapat bagian. Padahal kalau menu rut Jumhur, saudara tersebut 
berhak mendapat bagian yaitu ·as/Ja/Ja/J /Jinafsi/J (Lihal putusan Mahkamah Agung No. 

86.K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995). 
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Namun kadang-kadang peng­
ert.ian syari'at juga sering diarti­
kat1 daiam arti · sempit, yaitu da­
lam arti hukum Islam (Islamic 
Law) yang meniadi kandungan 
pembahasan fi.kh (hukum dalam 
pengertian in concrete). Penggu­
naan kata "syariat" dalam "Fakul­
tas Syari'ah" (syari'at), di sini kata 
"syari'at" diartikan dalam arti 
sempit, karena bergandengan de­
ngan fakulLas tersebut ada 
"Fakultas Ushuluddin", "Fakultas 
Da'wah", "Fakultas Tarbiyah"' dan 
"Fakultas Adab". Dipahami sya­
ri'at dalam arti s.empit karena 
pada dasarnya bidang pemba­
hasan empat fakultas terakhir itu 
juga merupakan bidang pemba­
hasan syari'at clalam arti luas, 
sebagai implementasi dari kan­
dungnn pengertian yang terdapat 
dalam al din. Demikian juga 
pengertian syar'at dalam judul 
buku Mahmud Syaltout: Al lslamu

Akidatun wa Syari'atun, di sini 
artinya pembahasan bidang aki­
dah tidak termasuk dalam peng­
ertian (pembahasan) syari'at.2 

Penyebutan Hukum Islam se­
ring dipakai sebagai terjemahan 
dari istilah syari'at Islam atau 

fiqh Islam. Dengan melihat uraian 
di atas, kalau syari'at Islam di­
terjemahkan Hukum Islam, maka 
hal itu diartikan dari pengertian 
syari'at dalam arti sempit, sebab 
makna yang terkandung dalam 
syari'at (secara luas) tidak hanya 
aspek hukum saja. Selain itu ka­
lau Hukum Islam diteriemahkan 
dari syari'at Islam, maka nilai 
hukum dalam bahasan syari'at 
bersifat qoth'i (mutlak benarnya 
dan berlaku untuk setiap masa 
clan tempat). 

Sedang kalau hukum Islam 
dimaksudkan terjemahan dari 
fikh Islam, maka ini berarti hu­
kum Islam yang dimaksud terma­
suk bidang bahasan ijtihadi yang 
bersifat dzonny, tidak termasuk 
nilai hukum Islam dalam penger­
tian syari'at yang bersifat 
qath'i.Dua pemahaman tersebut 
pada masyarakat awam masih se­
ring dikacaukan pemakaiannya. 
Menurut Busthanul Arifin (op cit, 
hal.40) bahkan kekacauan 
pengertian antara syar'at dengan 
fikh menimbulkan konflik-konflik 
hukum dalam masyarakat. 

2) Pengertian Islam (Al Islam) juga kadang· kadang diartikan dalam arti luas dan sempit. Kata 
"Islam" dalam arti Al Din, maka arti Islam di sini dalam arti luas, karena meliputi semua 

aspek kandungan wahyu, baik aspek aqidah, amaliyah dan moral. Namun kita juga 
mengenal bahwa aspek ajaran Islam adalah: Iman, Islam dan lhsan, atau kita kenal 

rumusan Arkanul Iman (Rukun Iman), Arkanul Islam (Rukun Islam), maka penggunaan kata 
"Islam" dalam uraian cerakhir adalat1 dalam pengertian sempit, tidak metiputi pembahasan 

iman dan ihsan. 
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Pembagian Fikh 

Fikh merupakan hasil pema­
haman manusia (mujtahid) terha­
dap ·segala ketentuan yang terda­
pat dalam syari'at berkaitan 
dengan semua aspek kehidupan 
manusia, baik dalam hubungan 
dengan tuhannya, maupun hu­
bungan antar sesama manusia la­
innya (masyarakat). Pada umum­
nya para ulama membagi fikh 
kepada dua bagian besar. Pertama 
hukum-hukum yang berkaitan de­
ngan pengaturan hubungan ma­
nusia dengan tuhanoya, seperti 
pengaturan tentang shalat, puasa 
dan haji. Bagian ini disebut: al

ahkam al ibadat. Kedua, hukum­
hukum yang berkaitan dengan 
pengaturan hubungan antar se­
sama manusia, bagian ini disebut: 
al .ahlwm al muarRalat. 

Bagian kedua ini kemudian 
dirinci lagi menjadi beberapa ba­
gian yaitu: Hukum perorangan 
dan hukum keluarga (al Ahwal 
al Syakhshiyah), Hukum benda 
(al Ahham al Madwiiyah), Hukum 
Pidana (al Ahkam al Jinaiyah), 

Hukum Acara (al Ahkam al Mu­

rafaat), Hukum Penrndang-un­
dangan (al Ahlwm al Dusturiyah), 
Hukum Internasional (al Ah/mm 
al Dauliyat), Hukum Perekono­
mian dan Moneter (al Ahlwrn al

lqtishadiyah wa al Maliyali), Hu­
kum tentang Moral (al Ahlah wa 
al Adab) (Wahab Khallaf, 1972: 
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22, 23; Wahbah Zuha-ily, op cit, 
hal. 20, 21). 
Hukum Merupakan Kebutuh­

an dan Pencerminan Budaya 
Bangsa 

Manusia 
sosial yang 
masyarakat. 
masyarakat 

adalah mahluk 
selalu hidup ber­
Dalam hidup ber-
tersebut mereka 

mempunyai norl!la atau aturan 
untuk mengatur kepentingan dan 
ketertiban hidup mereka. Norma 
itu disebut hukum. Hukum ter­
dapat di seluruh dunia, tempat 
pergaulan hidup manusia. 

Dalam pandangan ilmu hu­
kum, hukum adalah sebagian dari 
kebudayaan suatu bangsa atau 
masyarakat. Setiap bangsa mem· 
punyai kebudayaannya sendiri. 
Setiap bangsa mempunyai hukum­
nya sendir1 yang kadang-kadang 
berbeda dari hukum bangsa lain­
nya. Hukum sebagai hasil proses 
kehiclupan manusia b.ermasya· 
rakat. Cicero, seorang bangsa Ro­
mawi, merumuskan secara sing­
kat, Ubi Socie.tes ibi ius, di mana 
ada masyarakat di sana ada hu­
kum. Hukum berisi pandangan 
masyarakat ten tang apa yang· di­
perbolehkan, apa yang harus di­
lakuka, apa yang dilarang mela­
kukannya, apa yang baik dan apa 
yang buruk bagi masyarakat ter· 
sebut. 

Hukum adalah sesuatu yang 



harus ada, clan dirasakan sebagai 
suatu kebutuhan <lalam hidup ma­
nusia. Manusia dapaL hidup tanpa 
istri atau suami, tanpa rumah, 
tanpa mobil, tanpa baju, bahkan 
dalam keadaan tertentu manusia 
dapat hidup tanpa ma-kan clan 
minum. Tetapi manusia tidak bisa 
hidup tanpa hukum. Manusia ti­
dak dapat hidup sendirian. Ju­
stru karena ia sebagai manusia, 
ia selalu hidup dalam rnasyarakat. 
Ia merupakan mahluk sosial (Zoon 

Politicon). Dalam keadaan ber­
masyarakatlah hukum dibu­
tuhkan oleh manusia. 

Keberadaan manusia di dunia 
dan dalam masyarakat, melalui 
norma hukum. Setiap hidup kita 
dikuasai oleh hukum. Hukum 
mencampuri urusan manusia se­
belum ia lahir dan masih men-

. campurinya sesudah ia meninggal. 
Hukum mebndungi benih dalam 
kandungan ibu dan masih men­
jaga jenazah orang yang telah 
mati. la memberikan hak sese· 
orang langsung setelah ia dilahir· 
kan, hak-hak dari ibu bapak dan 
meletakkan kewajiban atas ibu 
bapak terhadap anak-anaknya
(van Apeldorn, 1978: 18). 

• 

Karena hukum merupakan se­
bagian dari kebudayaan suatu 
bangsa, maka cara berfikir, pan­
dangan hidup dan sifat (karakter) 
dari suatu bangsa tercermin da­
lam kebudayaan dan hukumnya 
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(R. Subekti, 1976: 5, 7). 

Penge.rtian H ukum 

Para ahli hukum memberikan 
definisi yang berlainan tentang 
pengertian batasan hukum. Me­
reka memberikan definisi hukum 
dari sudut pandang masing-ma­
sing. 

Walaupun sejak beberapa ribu 
. tahun orang sibuk mencari sesua­
tu definisi tentang hukum, namun 
belum pernah terdapat sesuatu 
yang memuaskan. Hampir semua 
ahli hukum memberikannya ber­
lainan (van Apeldorn, 1978: 13). 
Dalam hal ini W aheeduddin I{han 
menulis, seorang ahli hukum 

terkenal pernah berkata: "Kalau 
anda meminta kepada sepuluh 
ahli hukum untuk membuat de­
finisi tentang hukum, maka ber­
siap-siaplah anda untuk mende­
ngarkan sebelas jawaban" (W a­
heeduddin Khan, 1983: 235). 

Ketidaksepakatan para ahli 
hukum tentang definisi hukum, 

disebabkan karena yang menjadi 
lahan hukum itu sangat luas dan 
rumit. Yaitu menyangkut luas 
dan rumitnya permasalahan ke­
hidupan manusia itu sendiri. "Se­
bab suatu unsur pokok dalam hu­
kum ialah bahwa hukum itu 
adalah sesuatu :v.ang berkenaan 
dengan manusia".3 

Langkah yang mendekati ke­
pada kesepakatan apa yang di-



maksud dengan hukum, mungkin 
bisa ditempuh dengan merinci 
segi-seg1 yang ada kaitannya de­
ngan elemen (unsur-unsur) hu­
kum itu sendiri. Atau dengan 
melihat fungsi clan peranan hu­
kum secara terinci bagi kehidupan 
manusia. Seperti arti hukum yang 
diberikan oleh Dr. Soediono Dird­
josisworo, S.H, dengan melihat 
arti hukum dari berbagai segi. 
Seperti hukum dalam arti keten­
tuan penguasa, hukum dalam arti 
petugas-petugasnya, hukum da­
lam arti sikap tindak, hukum cla­
lam arti sistem kaidah, hukum 
dalam arti jalinan niJai, hukum 
dalam arti tata hukum, hukum 
dalam arti ilmu hukum, hukum 
dalam arti disiplin hukum (Soed­
jono Dirdjosisworo, 1984: 2 l). 

Namun dari beberapa definisi 
yang berbeda tentang pengertian 
hukum tersebut, ada yang men­
jadi esensi dari pengertian hukum 
itu, yaitu norma yang bertujuan 
untuk mengatur ketertiban hidup 
bermasyarakat. 

Kandungan Makna Hukum Se­
cara Etifnology 

Dalam bahasa Belanda "Hu­
kum" itu disebut "Recht". Kata 
"recht" di samping berarti hukum, 

juga berarti "Lurus", artinya tidak 
bengkok, lempeng (niet hrom.) (van 
der tas, 19GL284). Kata "rechf' 
juga berkaitan dengan "rectum" 
dalam bahasa latin, yang berarti 
"pimpinan". Kata "recht" juga 
merupakan akar kata dari ''gere­
chtigheicl" yang berarti "keadilan" 
(0. Notohamidjojo, 1975: 12). 

Kata 'jus" dalam bahasa latin 
bagi istilah "hukum" merupakan 
bagian kata justicia" yang berarti 
"keadilan" atau "dewa keadi1an" 
(H. R. W. Bokkel, van der wal, 
1977:58) .. 

Kata "hukum" bukan-kata asli 
bahasa Indonesia. Dalam bahasa 
Indonesia, kata yang sama dengan 
pengertian hukum antara lain "pa­
tokan", "ugeran" atau "kaidah", 
walaupun kata yang terakhir 
inipun bukan asli kata bahasa 
Indonesia. 

Kata "hukum" berasal dari ba­
hasa Arab, clari kata "Hahama"

yang sama artinya clengan "Qodli" 
artinya memutus. Kata "Hakim"

sama dengan "Qadli" (isim Fail). 
Kata "Al hilanatu" yang akar 
katanya "Hakama" sama dengan 
arti "Al 'adlu.", "'1.l 'ilmu" dan "Al 
hilrnu" yang artinya: keadilan, 
kearifan, dan kebijaksanaan. 
Kata "Al Huhumal" yang akar 

3) Kata-kata di atas merupakan kata-kata terkenal dari seorang ahli hukum Indonesia, Prof.
Sudiman Kartohadiprojo, S.H. yang dijadikan motto dalam buku "Pengantar llmu Hukum" 
oleh Dr. Sudiono Dirdjosisworo, S.H. 
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katanya dari "Hakama" berarti ke­
kuasaan, atau pemerintahan. 

Sedangkan kata "Hukum" se­
bagaimana digunakan dalam ba­
hasa In lonesia, dalam bahasa 
Arab, artinya sama dengan atau 
digunakan kata "Al-Huquq". Kata 
"Haq" yang merupakan bentuk 
mu./rod (satuan) clari al h-u,quq, 
artinya "kebenaran" (truth), clan 
"N-Huquq" . diar.tikan hukum 
(law). 11/.:ulliya.!ul lluquq" untuk 
penyebutan Fakultas l·fokum 
(Faculty of Law) ''Al Huqu,qy'' 
artinya Sarjana Hukum (Lawyer) 
(Hans Wehr, 1974: 192). 

Kalau melihat arti kata-kata 
di atas yang ada kaitannya de· 
ngan pengertian hukum, recht, 
artinya: hak, lurus, tidak bengkok, 
recf,U,n, gerechtigheid, jus, justicia, 
artinya pemimpin clan keaclilan, 
Al hihrnatu sama dengan '�l 
'adlu", "Al Hrnu", ''Alhilrnu" yang 
artinya keadilan, kearifan clan ke­
bijaksanaan, Al hulwmatu, peme­
rintahan atau kekuasaan, ''Al­

haqqu" berarti kebenaran, ''Al 
huqu,qu" berarti hukum, maka da­
lam pengertian hukum, paling ti· 
dak • terkandung makna keaclilan 
clan kewibawaan. 

Esensi tujuan hukum aclalah 
terciptanya ketertiban clan keda­
maian clalam hiclup bermasya­
rakat. Hukum merupakan 
penataan hiclup bermasyarakat 
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(ordening uan het socials leuen), 
tiap orang harus mendapatkan 
apa yang menjacli haknya. Oleh 
karena itu setiap hukum harus 
mencerminkan keaclilan, kalau 
ada norma atau ketentuan yang 
tidak mencerminkan keadilan, 
maka hakikatnya itu bukan hu­
kum. 

Hukum juga harus punya 
daya kuasa (autorita) clan punya 
wibawa. Hukum tanpa didukung 
oleh kewibawaan (mungkin dalam 
keadaan tertentu dalam bentuk 
kekuasaan), para pengelola hu­
kum tidak mungkin akan bejialan 
secara efektif menuju sasarannya. 
Sebab dalam keadaan tanpa 
wibawa, hukum hanyalah meru· 
pakan untaian kata clan kumpu­
lan norma yang tidak ada artinya 
(norma yang mati). Hukum ting­
gal teori, tidak bisa dipraktek­
kan. 

Pembagian Hukum 

Pembagian hukum menurut 
ilmu hukum pada dasarnya tidak 
jauh berbeda dengan pembagian 
fiqh dalam bagian Al Ahkam Al

M11,arnala.t. · Menurut ilmu hu­
kum, hukum dibedakan menjadi 
Hulwrn Materil clan Hulwm For­
rnil. Hukum materil dibagi men­
jadi Hulwm Publik clan Hulwrn 
Priuat. Sedang hukum formil 
ada dua macam yaitu Hukum 



Acara Perdata dan Hu/cum Acara 

Pidana. 

Yang termasuk kepada hu­
kum publik adalah Hukum Pi­
dana, Hukum Tatanegara, Hukum 
Tatausaha Negara, Hukum Publik 
lnternasional. Sedang yang ter­
masuk kepada Hukum Privat ada­
lah: Hukum Perdata, Hukum Da­
gang, Hukum Perdata lnterna­
sional clan Hukum lntergentil (An­
targolongan). 

Hubungan 11nm Fikh dengan 
Ilmu Hukum dalam Perspektif 
Hukum Nasional 

Perbeclaan antara ilmu fikh 
dan ilmu hukum yang mendasar 
terletak dalam landasan pijak 
ilmu fikh yang terkandung di 
dalamnya aspek wahyu, dan cla­
lam tujuannya meng,rndung .aspek 
tciabbucli. Namun tidak demikian 
halnya dalam ilmu hukum. 

Selain perbedaan di atas, 
esensi substansi fikh dan hukum 
(dalam arti ilmu hukum) pada 
dasarnya menganclung beberapa 
persamaan dan ada hubunga1, 
yang saling menunjang. 

Fiqh dalam arti basil pema­
haman akal fikiran manusia dari 
syari'.at, merupakan sekumpulan 
kesimpulan yang tidak lepas dari 
tujuan al din dan syari'at. Yaitu 
baik al din yang abadi sepanjang 
zaman, maupun syari'at yang ti-
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dak akan berubah sejak nabi Mu­
hammad s.a.w. diutus sampai ak­
hir zaman, pada dusarnya bertu­
juan untuk mengatur kepentingan 
hidup manusia. Manusia diperin­
tah oleh Allah s.w.t agar melak­
sanakan hukum secara adil (QS. 
4 ayat 58, S. 5 ayat 42). Perintah 
untuk melaksanakan hukum dan 
menegakkan keadilan ditujukan 
kepada setiap orang dan juga ke­
pada ulil amri (penguasa). 

Selanjutnya ada hubungan 
antara ilmu fiqh dengan ilmu hu­
kum dari sisi terbentuknya hu­
kum, terutama dalam perspektif 
pembinaan hukum nasional di ln­
donesia. Apabila hukum dilihat 
sebagai norm, atau aturan yang 
dibuat oleh rakyat bersama pe· 
merintah, maka norma itu pasti 
akan diambil dari norma yang 
hidup dalam masyarakat. Akan 
halnya bangsa Indonesia yang ma­
yoritas beragama Islam, maka se­
harusnya norma itu diwarnai oleh 
norma yang tertuang dalam hasil 
pemahaman orang Islam dari 
syari'atnya (mujtahid). Sebab 
pada akhirnya kesadaran hukum 
dalam masyarakat akan sangat 
berpengaruh kepada ada atau ti­
dak adanya hukum. Lemah atau 
kuatnya hukum yang berlaku, ter­
gantung kepada lemah atau ko­
kohnya tiang-tiang yang meno­
pangnya. Tiga tiang itu adalah: 
aparat hukum, peraturan hukum 



yang jelas dan kesadaran hukum 
masyarakat (Busthanul Arifin, op 
cit.: 5G). 

Dalam Tap MPR No. 
II/MPR/1993 tentang GBHN, khu­
susnya pada Bab IV. tentang pem­
bangunan lima tahun keenam da­
lam bidang hukum disebutkan 
bahwa pembentukan hukum dise­
lenggarakan melalui proses secara 
terpaclu clan clemokratis berda­
sarkan Pancasiia d.an UUD l 945 
Selanjutnya disehutkan bah,-,,a cla­
lam pembentukan hukurn harus 
diinclahkan ketentuan yang me­
menuhi nilai filosofis yang bP-rin­
tikan rasa keadilan dan ke­
benaran, nilai sosiologis yang 
sesuai dengan tata nilai budaya 
yang berlaku di masyarakat, dan 
nilai yuridis yang sesuai clengan 
ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Bert.itik tolak dari pemikiran 
di atas, maka merupakan tantang­
an kepada kita untuk memberikan 
warna yang islami terhadap pro­
duk materi hukum nasional yang 
dibuat di Indonesia. Untuk men­
jawab tantangan tersebut, kalau 
kita henclak menyodorkan hukum 
Islam sebagai alternatif clari 
sistem hukum lainnya, maka ti­
dak ada jalan lain kecuali kita 
harus berusaha bersungguh-sung­
guh untuk menemukan ketentu­
an-ketentuan syari'at Islam se­
hingga fiqh yang clihasilkan akan 
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benar-benar clapat menjadikan hu­
kum yang hidup dalam masyara­
kaL J'.lbid: 4:3). 

Karena fiqh merupakan hasil 
pemahaman manusia dari syari'at 
dan syari'at merupakan imple­
mentasi dari al din, maka tujuan 
utama dalam fiqh adalah untuk 
beribadat kepada Allah s.w.t. da­
lam rangka mencapai kebaha­
giaan di dunia dan di akhirat. 
Dalam ilmu hukum, tujuan utama 
hukum adalah untuk ketertiban 
clan kedamaian hidup ber­
masyarakat (di dunia). 

Tujuan fiqh dan ilmu hukum 
tersebut sepintas bertentangan. 
Namun pacla dasarnya di antara 
keduanya ada titik-titik yang bisa 
saling menunjang. Kedamaian, 
ketertiban hidup bermasyarakat, 
sebenarnya tidak hanya menjadi 
tujuan dalam ilmu hukum, tapi 
juga menjadi tujuan dalam agama 
(fiqh). Di sisi lain, agar masya­
rakat mentaati hukum mereka 
perlu cliberi motivasi, bahwa men­
taati hukum yang berlaku dalam 
masyarakat, juga dalam rangka 
beribaclat (ibaclat ghoir mahdloh). 
Hukum yang clilandasi oleh moral 
agama (akhlak) akan sangat efek- · 
tif pelaksanaannya. Sebab sese­
orang akan menyaclari, bahwa ka­
lau ia akan melanggar hukum, ia 
tidak hanya diawasi oleh petugas 
hukum, tapi juga diawasi oleh 
Tuhan YlvIE. Ia tidak hanya akan 



diminta pertanggungjawaban di 
dunia, tapi juga akan dim in ta per­
tanggungjawaban cl:i akhirat 
kelak. 

Kesimpulan dan Harapan 

Dari uraian singkat di atas, 
clapat k.ita simpulkap sebagai ber­
ikut: 
1. Al din yang diturunkan oleh

Allah SWT kepada manusia
adalah sama sejak dulu sam­
pai akhir zaman. Syari'at me­
rupakan implementasi dari al
din, diturunkan kepada setiap
umat di bawah bimbingan
Rasul-Nya. Syari'at yang diba­
wa oleh Muhammad s.a.w me­
rupakan syari'at terakhir
yang berlaku sampai akhir
zaman. Fiqh merupakan basil
pemahaman akal (ikiran ma­
nusia terhadap nilai-nilni
yang terdapat dalam syari'at.

2. Nilai hukum yang terclapat
dalam syari'at bersifat qolh'i

(mutlak benarnya). Nilai hu­
kum yang terdapat dalam fiq 1 

bersifat dzonny (ijtihad). Hu­
kum clalam fiqh mungkin
mengfllami perubahan, sesuai
dengan perkembangan kon­
disi clan situasi serta kebutuh­
an masyarakat tertentu.

3. Esensi hukum (menurut ilmu
hukum) aclalnh norma yang
berlaku dalam masyarakat
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untuk memelihara katertiban 
clan keclamaian hiclup ber­
masyarakat. Nocma itu ber­
asal dari norma yang hidup 
clan diakui keberadaannya 
oleh masyarakat. Sebab hu­
kum itu tidak hanya sekedar 
norma tapi juga harus benar­
benar merupakan kenyataan 
dalam masyarakat. 

4. Fiqh yang merupakan keten­
luan-keten tuan hasil pema­
haman akal fikiran manusia
terutama yang relevan de­
ngan kebutuhan bangsa Indo­
nesia, merupakan bahan baku
yang utama untuk dijadikan
norma hukum -yang berlaku di
Indonesia. Sistematika pem­
bagian hukum dalam fiqh (ba­
gian Al Muamalat) pada
dasarnya sudah bisa mengak­
omodas.i kebutuhan hukum
sebagaimana terdapat dalam
pembagian dan sistematika
dalam ilmu hukum. Kajian­
kajian bidang hukum dalam
ilmu Fikh clan ilmu hukum
serta penerapannya di Indo­
nesia, pada dasarnya tidak sa­
ling bertentangan, tapi
sebaliknya bil:ia saling menun­
jang.

5. Materi hukum nasional yang
akan dibentuk di Indonesia
harus selalu memperhatikan
nilai-nilai filosofis, sosiologis, 

clan yuridis yang erat hubung-



annya dengan 
clan kesadaran 

keberadaan 
kebenaran 

agama yang dianut oleh ma­
yuritm; bangsa lndonesia ya­
itu agama lslam. 

G. Diharapkan para sarjana 
muslim Indonesia (mujtahid) 
dapat terus menerus menggali 
nilai-nilai hukum yang terda­
pat dalam syari'at, sesuai de­
ngan kebutuhan clan dengan 
memperhatikan kondisi clan 
situasi bang:;a lnclonesia itu 
sendiri. Dengan dem ik ian 
agar benar-benar syari'at Is­
lam tersebut clirasakan seba­
gai "rahmatan lil ala.min". 

Demikian mudah-mudahan 
tulisan ini ada manfaatnya. Ha­
nya kepacla Allah SWT, kami ber­
serah diri. 
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